
 
BUPATI BANJAR  

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR  73  TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017 

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang  a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam 
Negeri   Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa, setiap Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDes harus terlebih dahulu di evaluasi dalam rangka 
tercapainya tujuan evaluasi yaitu prinsip kepatuhan, 

keselarasan, keseimbangan dan kejelasan Pengelolaan 
Keuangan Desa; 

b. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan evaluasi 

Peraturan Desa perlu adanya pengaturan tentang pedoman 
tata cara evaluasi APBDes yang diatur dalam Peraturan Bupati 

Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan  
Bupati Banjar; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran   Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 

Nomor  47,  Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Nomor  4286); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

 



2 

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/  http://jdih.banjarkab.go.id/ 2 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Undang Undang Nomor  9 tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

8. Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2013 tentang 

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat 
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar; 

9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 tahun 2017 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar 
Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 tahun 2017 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 51); 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. 

 

Pasal I 
 
Keterangan Pasal 25 Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 tahun 2017 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 
Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  

 
Pasal 25 

 

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) disampaikan oleh Pambakal 
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kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari 

sejak disepakati untuk dievaluasi. 

(2) Bupati mendelegasikan pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa kepada camat. 

(3) Bupati melalui Tim Evaluasi Kecamatan menetapkan hasil evaluasi 
Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 

(dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa. 

(4) Dalam hal Bupati melalui Tim Evaluasi Kecamatan tidak memberikan hasil 

evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan 
Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. 

(5) Dalam hal Bupati melalui Tim Evaluasi Kecamatan menyatakan hasil evaluasi 

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan 
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

Pambakal melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 

(6) Pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang ABPDes 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman 
pada tata cara evaluasi dengan APBDes sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 

 

           Ditetapkan di Martapura 
                 pada tanggal 14 Nopember 2017 
 

                                        BUPATI BANJAR, 
 

         Ttd 

 
             H. KHALILURRAHMAN 

 
 

Diundangkan di Martapura 

pada tanggal 14 Nopember 2017 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 
 
 

Ttd 

 

           H. NASRUN  SYAH 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 73 

 


